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Abstrak
 

Penggunaan surat kuasa dalam suatu pembuatan akta Notaris baik itu berdasarkan surat kuasa otentik dan

surat kuasa di bawah tangan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1793 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, pasal 38 ayat (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam hal ini pun tidak terlepas pada penggunaan surat kuasa yang

dibuat diluar negeri d i mana wajib memenuhi ketentuan legalisasi yang dilakukan oleh Kedutaan Besar

Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal setempat dan cap materai oleh Kantor Pos Indonesia,

walaupun dalam praktiknya Notaris tetap meminta bukti identitas para pihak dengan tujuan memperkecil

timbulnya permasalahan. Selain itu, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

juga termasuk dalam kewenangan Notaris dimana mengenai syarat yang wajib dipenuhinya berpedoman

pada ketentuan umum pembuatan akta otentik sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Selama akta Notaris

dibuat berdasarkan surat kuasa otentik dan surat kuasa di bawah tangan yang telah memenuhi persyaratan

pembuatannya dan dilekatkan pada minuta akta, maka akta tersebut berkekuatan hukum yang sempurna dan

mengikat dalam pembuktiannya. Adanya permasalahan atas surat kuasa yang dijadikan «ebagai dasar

pembuatan suatu akta, pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut dapat mengajukan laporan

kepada Majelis Pengawas Notaris, sebagai contoh studi kasus Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris

Nomor 06/B/Mj .PPN/2009 Tanggal 3 Juni 2009.

<hr>Use of power of attorney in a deed making it a good deed by proxy and power of attorney authenticated

under the hand must meet the requirements set out in article 1793 Book of the Law of Civil Law, Article 38

paragraph (2), (3), and (4) Public Notary Act Number 30 Year 2004 and the Code of Ethics Notary. In this

case also can not be separated on the use of powers of attorney made outside the country where legalization

shall comply with the provisions made by the Indonesian Embassy or local Consulate General of stamp duty

and stamp by the Post Office Indonesia, although in practice the Notary still require proof of identity parties

with the aim to reduce the occurrence of problems. In addition, the manufacture of power of attorney for

mortgage charge is also included in the deed whereby the authority of the requirements that must fulfill the

general rule-making based on authentic documents in accordance with Public Notary Act Number 30 Year

2004 and article 15 paragraph (1) Law Number 4 Year 1996 on Mortgage of Land With regard to the Goods

by Land (UUHT). During the notarial deed is made based on the authentic power of attorney and power of

attorney under the hand that has met the requirements of manufacturing and preparing minutes attached to

the deed, the deed is a legal binding and perfect binding in proof. The existence of problems over power of

attorney which serve as the basis for the making of a deed, a party who feels aggrieved on the making of

such deed to submit a report to the Supervisory Council of Notaries, as an example of a case study Notary
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Central Supervisory Council Decision Number 06/B/Mj.PPN/2009, date 3 June 2009.


